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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa untuk membantu Lurah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibentuk Lembaga Musyawarah

Kelurahan yang anggota-anggotanya drpilih secara demokratis. Lembaga

Musyawarah KelurahaJl merupakan tembaga kemasyarakatan tertinggi di Kelurahall

untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang ada, tumbuh dan berkembang

dalam komunitas masyarakai: Kelurahan.

Lembaga Musyawarah Kelurahan diharapkan menjadi forum dan media bagi

masyarakat untuk memusyawarahkan penyampaian aspirasi, pengerakan partisipasl

dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial

kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu

pemerintah, serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peratllran

perundang-undangan dan program lainnya. 0 dam memusyawarahkan berbagai hal

tersebllt, LMK dapat mengundang tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai dengan

materi yang dibahas.

Pembentukan Lembaga Musyawarah Kelurahan ini diharapkan menjadi motor

penggerak bagi masyarakat dalam membantu Kelurahan untuk meningkatkan

persatuan dan kesatu3n, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dalam Iingkup

komunitas masyarakat Keiurahan menuju masyarakat yang sejahtera.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasa13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat adalah tokoh

agama, tokoh cendekiawan, tokoh ada~, tokoh pemuda, tokoh perempuan atall

tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wa'Nasan dan pengaruh

dalam ma3yarakat pada wiiayah kecamatan lersebut.

Pasal4

Huruf a

Cukup jeias

Huruf b

Cukup jela::o

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

1v1elampirkan copy Ijazail SLTA atJu sederajat yang lelah di legalis!,.

Huruf e

Melanlpirkan surat kflterangan kelakuan balk dari kantor kepoiisian

setempat

Huruf f

Cukup je[as

Huruf 9

Sakal calon melampirkan pernyataan kesanggupan mela'Ksana'Kan \U93<;,

yang ditandatangani di alas materai.

-
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II. PASAL OEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakal adalah tokoh

agama, tokoh cendekiawan, tokoh ada!, tokoh pemuda, tokoh perempuan atau

tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wawasan dan pengarutl

daJam masyarakat pada wiiayah kecamatan tersebut.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Melampirkan copy Ijazail SLTA atau sederajat yang telah di legalisir.

Huruf e

Melampirkan sural keterangan kelakuan baik dari kantor kepolisian

setempat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf 9

Bakal calon melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas

yang ditandatangani di atas materai.
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Huru! h
Yang dimaksud dengan identitas penduduk antara lain Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Surat keterangan dari

RTJRW setempat.

Huruf i
Yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan ada\ah termasuk

pengurus Koperasi Ke\urahan

Huruf j

Cukup jelas

Pasa\ 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jeias

Huru! b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Usulan nama-nama dibuat da\am 1 (satu) daftar yang merupa;';'an

rekapitulasi nama-nama anggota LMK terpilih dari tiap RW

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Pengurus RW ada\ah Wakil Ketua RW dan/ataLi

Sekretaris RW, sedangkan Pengurus RT adalah Sekretaris RT dan/atau

Bendahara RT.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

CukuP ielas
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Huruf b

Pengumuman persyaratan berisikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 serta mencantumkan waktu dan tempat

pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Surat mandat harus ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhi

stempel RT

Huruf e

Berita Acara ditandatangani oleh Ketua RT dan dibubuhi stempel RT

Huruff

Pelaksanaan pemilihan calon anggota LMK diawali dengan

mengundang para KetLia RT beserta 6 (enam) orang perwakilan

tokoh masyarakat dari tiap RT dan para Calan anggota LMK.

Pemilihan dilakukan secara demokratis yang diselenggarakan pada

t'ap RW

Huruf 9

Lembaran Befita Acara memuat antara lain:

1) Nomar Urut ;

2) N a m a :

3) Tempat dan Tanggal Lahir :

4)Alamat;

5) Jumlah Perolehan Suara, dan

6) Keterangan

Dalam lembaran berita acara disiapkan Nama Ketua, Sekretaris,

dan Anggota PPBC Tingkat Rukun Warga yang akan

menandatangani.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara tertulis adalah menempatkan

pengumurnan pada lokasi strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat,

seperti Kantor Sekretariat RW dan lain-lain.
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Ayal (2)

CUkup jelas

Ayat (3)

CUkup jelas

Ayal (4)

Yang dimaksud dengan pendaftaran tahap kedu3 adalah dengan

mengumumkan kembali secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran.

Ayal (5)

Cukup jelas

Ayal (6)

Yang dimaksud dengan 6 (enam) orang perwakilan tokoh Masyarakat RT

adalah tokoh masyarakat setempat yang ditentukan dalam Rapat Pengurus

RT dan ditempkan dalam Berita Acara RT.

Ayat (7)

Surat pemberian mandat ditandatangani olsh Ketua RT dan dibubuhkan

stempel

Ayal (8)

Cukup jelas

Ayal (9)

Lembaran Berita Acara sudah disiapkan sesuai Pasal 5 ayat (6) huruf 9 don

disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan.

Pasa! 7

Ayat (1)

Batas waktu penyampai?n selambat-Iambatnya 2 (dua) hari setelah diterima

dari liap PPBC Tingkal RW.

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa! 8

Ayal (1)

Penetapan anggota LMK dengan Keputusan Walikota/Bupati
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Ayal (2)

Bunyi sumpahfjanji sebagai berikut :

1). Untuk Agama Islam "Demi Allah saya bersumpah" : untuk Agama

Kristen Protestan/Katolik "Oemi Tuhan saya Berjanji" ; untuk Agama

Hindu "Om Ata Parawisesa" ; untuk Agama Budha "Demi Shangyang Adi

Budha" ;

2) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota

Lembaga Musyawarah Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan seadil­

adilnya:

3) Bahwa saya akan memegang teguh Pancasia dan menegakkan UUD

1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

4) Untuk Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kalimat "Semoga

Tuhan Menolong Saya".

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan menampung dan menyalurkan aspirasi adalah

a. menerima aspirasi masyarakat baik I:san maupun tertulis, selanjutnya

dilakukan cek ulang yang hasilnya disalurkan kepada Lurah secara

kumulatif sesuai Tata Tertib.

b. ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan masukan adaiah penyampaian

masukan kepada Lurah dapat dilakukan· secara lisan maupun tertulis

sesuai Tata Tertib

Huruf c

Yang dimaksud potensi yaitu dapat berupa materi dan inmateri



18

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan yaitu

mencari sol'Jsi yang menguntungkan kedua belah pihak/antar pihak, antara

lain dengan cara mediasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf 9

Mated Tata Tertib antara lain mengatur :

1) Ketentuan Waktu (Jam) Kerja ;

2) Mekanisme dalam menampung Aspirasi Masyarakat ;

3) Mekanisme dalam menyalurkan Aspirasl Masyarakat ;

4) Mekanisme dalam menyampaikan masukan kepada Lurah;

5) Jadwal Rapat; dan

6) Lain-lain yang dianggap per\u.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rapat Eksternal, entara lain:

1.Rapat penyampaian aspirasi masyarakat

2.Rapat penyusunan rencana kerja tahunan

3.Rapat pertanggungjawaban hasil rencana kerja tahunan

4.Rapat akhir masa bakti anggota LMK

5.Rapat-rapat lainnya

Pasal 13

Ayat (1)

Rapat pertama dilaksanakan dalam rangka konsolidasi sekaligus persiapan

penyusunan tata cara pemilihan ketua dan waki\ ketua



Aya! (2)

Cukup jelas

Aya! (3)

Cukup jelas

Aya! (4)

Susunan pengurus LMK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota.

Aya! (5)

Cukup jelas

Aya! (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Aya! (1)

Cukup jelas

Aya! (2)

Pemilihan Ketua dan/atau VVakil Ketua dilakukan melaJui proses pemilihan

secara demokratis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal13 aya! (4).

Pasa116

Cukup jelas

Pasal 17

Ruangan sekretariat LMK diatur oleh Lurah dengan mempeliimbangkan kondisi

kantor,

Sekretaris dijabat oleh Pegawai Neger Sipil yang bertugas di Kelurahan

Pasal18

Aya! (1)

Yang dimaksud dengan sumber-sumber lain yang sah bersifat tidak mengikat

dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain.

1).Swadaya masyarakat



20

2) Bantuan Pemerintah

3) Hasil usaha LMK

Ayat (2)

Huruf a

Biaya operasional anggota LMK dibiayai sesuai kemampuan APBD

Huruf b

Biaya kesekretariatan dibiayai sesuai kemampuan APBD

Huruf c

Biaya kegiatan sesuai tugas LMK dapat dibiayai dari sumber-sumber

keuangan lainnya

Ayat (3)

Cukup jeias

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2


